SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PNSD LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyikapi permasalahan adanya kenaikan
bahan bakar minyak, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Standar biaya
Perjalanan Dinas Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Pegawai
Negeri Sipil Daerah,Pegawai Tidak Tetap dan Nono PNSD lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun
2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Gubernur dan
Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai
Tidak Tetap dan Non PNSD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4422);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tatat Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggung Jawaban Bendahara serta penyampaiannya;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

18. Peraturan Derah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
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20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan,
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan
Lembaga Teknis Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39).

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 48);

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian
Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 49);
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26. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 26.a Tahun 2012
Tentang Analisi Standar Belanja, Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2012 Nomor 26.a);

27.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27.a Tahun 2012
tentang Standar Biaya Umum Penyusun Rencana
Kerja/Anggaran Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2012 Nomor 27.a);

28. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Standar Biaya
Perjalanan Dinas Bgai Gubernu dan Wakil Gubernur, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Pegawai
Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNSD lingkup
Pemerintah Provinsi Slawesi Barat (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2013
tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bgai Gubernu dan Wakil
Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak
Tetap dan Non PNSD lingkup Pemerintah Provinsi Slawesi Barat
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR TETAP DAN NON PNSD LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PNSD LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Pasal 1

beberapa ketentuan dalam peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Gubernu dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Daerah,
Pegawai Tidak Tetap dan Non PNSD lingkup Pemerintah Provinsi Slawesi Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Standar Biaya Perjalanan Dinas Bgai Gubernu dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Daerah,
Pegawai Tidak Tetap dan Non PNSD lingkup Pemerintah Provinsi Slawesi Barat,
diubah sebagai berikut:

1. ketentuan pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat
baru yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf
a digolongkan menjadi :

a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan
b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
(2) Batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Pejalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat; dan

b. Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju di luat Provinsi Sulawesi Barat dan
kembali ke tempat kedudukans semula.

(3) Batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus untuk Provinsi
Sulawesi Barat meliputi kesatuan batas kota di wilayah Kabupaten Mamuju.

(4) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan melewati batas kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ialah perjalanan dinas jabatan yang
dilaksanakan lebih dari 30 (tiga puluh) kilo meter dan lama perjalanan 8
(de;apan) jam.

(5) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan melewati batas kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan jarak perjalanan lebih dari 30 (tiga
puluh) kilo meter dapat diberikan uang transportasi.

(6) Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan didalam kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diberikan uang transportasi.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Dalam hal perjalanan Dinas dalam daerah untuk Kantor perwakilan di Jakarta
akan diatur dengan keputusan Gubernur Sulawesi Barat.
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3. Ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf a dan huruf b, dan ayat (3), sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat, yaitu:

a.

b.

f.

£.

Tingkat A untuk Gubernur / Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan
Pimpinan DPRD;
Tingkat B wuntuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Fungsional
Golongan IV / c keatas, Tenaga ahli dan Staf Khusus;

Tingkat C untuk Pejabat Eleson III, Fungsional Golongan IV / adan IV / b,
Tenaga Ahli dan Staf Khusus;

. Tingkat D Pejabat Eselon IV dan Fungsional Golongan III / ¢ dan Gol.Ill.b;

Tingkat E Non Eselon Gol.IV, Gol.Ill dan yang disetarakan serta Pejabat
Fungsional trampil Golongan III / a dan III / b;

Tingkat F Non Eselon Gol.Il dan Gol.;
Tingkat G PTT, Non PNSD dan yang disetarakan.

(2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk

kepentingan daerah ditentukan oleh PA/KPA sesuai dengan tingkat
pendidikan/kepatutan/ /tugas yang bersangkutan.

(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

b.

Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas
transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur
ini;

Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman
sebagaiamana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;

Uang representasi dibayarkan secar lumpsum dan merupakan batas tertinggi
dan Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur ini;

. Biaya pemetian jenazah dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan

Biaya Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur
ini;

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 7 November 2013

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 7 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVUNSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. DOMINGGUS S, SH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. :19610115 1987031011
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